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PERLGTURAN FPEPLERINTIN NO.47 DAHUN 1952,
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KEPADL PENDRIMA PENSivi DAN/ATAD TUNDJAVNGAN JLNG BERSIFAT PENSIUN.

PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: perlu untuk nmer.gadakan perbaikan mengenai djumlah tund ja-
ngan kemahalan-dacrah dan tundjangan-keluarga jang dapat
diberikan kepada penerima pensiun atau tundjancan jang
bersifat pensiun di Indonesia;

Mengingat: a. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1951 (Lembaran Negara
tahun 1951 No.83) dan Staatsblad 1949 No.2 (B.A.G.1949)
sebagaimana telah ditambah dan diubah kermudian;

Mengingat pula:pasal 98 dan 142 Undansg--undang Dasar Sementara Repub-
1lik Indonesiasg
Mendengar: Dewan Menteri dslan rapatr.ja jang ke 38 pada tanggal 7
Oktober 1952;
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Dencan menjinpang seperliuni: cori ketentuan-l:etentuan dalam pasal 5
dari peraturan jang termuat dal-n Staatsblad 1949 No.2 (B.A.G.1949),
joncto Peraturan Tenerinish 10.57 talun 1951 (Lembaran Negara 1951

No,.83) menctapken:

PERATURAN PEMERTNT.H TOT0ANG PLITTRIAN TUNDJIANCGAN-KEMAHALAN~DAERAR
DAN TUNDJLNGAN-KBLUARTA KEPADA PENTRIMA PENSIUN DAN/ATAU

TUNDJANGAN JANT BERSTRAT PEROIUL,
1. Diatas pensiun dan/atau tundjeagen jang bersifat pensiun jang di-

bajarkan di Indonesia ke=nnda Jaﬂg berhalt menerimanja jang bertem-
pat tingzal di IndoneSJa, diberiian tundjangan-kemahalan-daerah
dan tundjangen-keluarga nnivit anggavta-angzauta keluargania jang
bertempat-tingga 1 di Indonesis menurut daftar terlampir pada pe-
raturan ini.

2. Pemberian tundjangan emahizlan-daerash dan/atau tundjangan-keluar—
ga diatas pensiun dan/atau tundjangan jang dibajarkan di Indone-
sia, dalan hal jang berhak menerlxanja hertempat-tinggal diluar
wilajah Indonesia, dia*ur tersendiri oleh Menteri Keuangan sete-
lah bernufakat dengan Menteri Urusan Pegawai.

Pasal 2.
1. Pensiun dan/atzu tundjanczan jons

g o
2
sal 1 ialah djumnlsh pensgivn Can/atau
pensiun nenurut perh141“rbq J Sen

bersifet pensiun termaksud pa-
tundjaengan jang bersifat
enarnja.

2. Untuk menetapken besarnja tundjeangan-kenahalan-daerah dan bun-
djansan keluarga, naka ”j*u‘ah pensiun dan /atau tundjangan ter-
maksud, terlebih dabuvlu d_hulaikan keatas mendjadi rupiah penuh.

Peraturan Pemerintah ini mulal Lerlaku pada teangzal 1 Oktober 1952.

Agar supaja setiap orang depat mengetakuinja, memerintahkan pe-
ngundanran Perat ron Peﬂ“ﬂ1nuah ini densan penempatan dalam Lemba-
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Ditetapkan di Djakarta
pada tangssal 20 Oktoher 1952

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
£+ . SUKARNO.
MENTERT URUSAN TPEGAVAT ,
ttd.Suroso.
MENTERI KEUANGAN ,

ttd, Sumitro Djojohadikusumo.

Lenbaran Negara No.77 tahun 1952
Sesuail dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden
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Mr. Ratmoko.

Diundanckan
pada tangzal 25 Oktober 1952

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd, Loekman Wiriagdinata.
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ntuk salinan jang serupa,
Seksi Hukun Unum Kantor Daerah Swatan-
tr Tingkat ke I Atjeh,
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PENIDJSELADAN
PERATURAN PEMFRINTAM NO,47 TAHUN 1952
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PENDJELASAN UMUM:

Dengan peraturan ini maka pemberien tundjansan-kemahalan-daerah
_dan tundjangan -keluarga diatas pensiun/tundjangan jang bersifat pen-
siun, jang dibajarkan éi Indonesia kepada jang berhak menerimanja jang
bertempat tinggal di Indonecia, lebih disesuaikan dengan tingkat kema-
halan dewasa ini. '

Djika dulu tundjangan-kamahalan-daerah dan tundjangan keluarga
diberikan menurut tabel III dari "B,A.G.1949" paling tingzi berdasar-
kan rayon VI, nmaka sekarans tundjangan-tundjangan itu diberikan menu-
persentasi~-persentasi Iebih tinggi dan hanja mengadakan dua golongan
persentasi untuk tundjangan-kemahalan-daerah.

Seland jutnja telah diadakan perbaikan lainnja pula karena dalan
hal ini tiada berlalku ketentuan dalam nasal 5 ajat 4 Staatsblad 1949
No.2 (B.A.G.1949), sehingea sekarang ini pemberian tundjangan keraha-
lan -daerah dan tundjanzan-keiuerga diatas "pensiun B-A.G.", diberikan
berdasarkan djumlah"pensiun -B.A.G? jaug sebenarnja itu.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

1. Tjukup djelas.

2. Ketentuan dalan 2jst ‘ni diperiukan, karena hingca sekarang belun
diatur pembajaran tundjansan-temnshelan-daerah dan tund jangan-kelu-
arga dan hal jens berhak menerima pensiun/tundjancan dan/atau (se-
bagian dari) keluvarganja hertempat-tinggal diluar Indonesia, se-
dangkan penerima pensiun/tundjengan dikuasakan pada seseorang jang
tetap tinsggal di Indonecia,

Pesal 25

‘Apabila diterinma pensiun/tundjancon-mininmum, maka pemberian tun-
A

djangan-kemahalan~daerah can tindjangan-keluarga tidak dilakukan
atas dasar pensiun-tvadjengan-ninimum itu, melairk-n atas dasar
djunlah pensiun/tundjanzan nenurut perhitungan sebunarnja.

2. Tjukup djelas.

Pasal 3,
Tjukup djelas.

PENDJELASAN MENGEAT DAFTAR LAMEIRAN:

Djumlah dari seniva pokolz-pokok pcnsiun/tundjangan jang hersifat
pensiun jans diberikan nenurut peraturan~peraturan jangz berlaku bagi
bekas pegawai negeri, ditambah dengan tundjangan kemahalan -daerah
dan tundjangan keluargza tidak boleh melebihi Rp.1000,~- sebulan.

Apabila disampings pokok-pokok pensiun/tundjangan tersebut diatas
diterina pula pensivn/tundjencen menurut peraturan lain (umpamanja
"pensiun Menteri" dan sehagainja), make pembari:n tundjangan-kemaha-
lan-~-daerah dan tundjangan-lkeluarsa dilckukan atas dasar gabungan da-
ri kedvua djenis pencsiun/tundjangan tadl dan dalam hal ini batas pa-
ling banjak sebesar Rp.1l00J,- sebulan tilak berlaku.

Batas paling tingsi itu tidak berlak: pula apabila hanja diteri-
nma pensiun-pensiun/turd;angan-tundjangan berdasarkan peraturan lain
daripada jang berlalu bagi bekas pegawai Negeri.

TAMBAHAN LITMBARAN NEGARA KNO.307.
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PENDJELASAN UMUM:

Dengan peraturan ini maka pemberian tundjanzan-kemahalan-daerah
~dan tundjangan -keluarga diatas pensiun/tundjangan jang bersifat pen-—
siun, Jjang dibajarkan Gi Indonesia kepada jang berhsk menerimanja jang
bertempat tinggal di Indoneosia, lebih disesuaikan dengan tingkat kema-
halan dewasa ini, \

Djika dulu tundjangan-kamahalan-daerah dan tundjangan keluarga
diberikan menurut tabel III dari "B,A,G.1949" paling tingzi berdasar-
kan rayon VI, maka sekarans tundjangan-tundjangan itu diberikan menu-
persentasi-persentasi Iebih tinggl dan hanja mengadakan dua golongan
persentasi untuk tundjangan-kemahalan-daerah,

Selandjutnja telah diadakan perbaikan lainnja pula karena dalan
hal ini tiada berlaku ketentuan dalam vpasal 5 ajat 4 Staatsblad 1949
No.2 (B.A.G.1949), sehingea sekarang ini pemberian tundjangan keraha-
lan ~daerah dan tundjangan-keiuerga diztas "pensiun B-A,G.", diberikan
berdasarkan djumlah"pensiun -B,A.GY jang sebenarnja itu.

PENDJELASAN PABAL DEMI PASAL:

Posal 1.

1, Tjukup djelas.

2. Ketentuan dalan 2jst ni diperiuvkan, karena hingca sekarang belun
diatur penmbajaran tundjangan-temah2lan-daerah dan tundjangan-kelu-
arga dan hal jenc berhak menerima pensiun/tundjangan dan/atau (se-
bagian dari) keluarganja hertempat-tinggal diluar Indonesia, se-
dangkan penerima pensiun/tundjensan dikuasakan pada seseorang jang
tetap tinggal di Indonecia.

Pesal 2.

1. . ! : ; = e :

‘Apabila diterinz pensiun/tuadjancan-nininmun, meka pemberian tun-
djangan-kemahalan-daerah dan vindjangan-keluarga tidak dilakukan
atas dasar pensiun-tuvadjengan-ninimum itu, melairkon atas dasar

djumlah pensiun/tundjancan nenurut perhitungan sebcnarnja.
2. Tjukup djelas.

Feoal- 3.,
Tjukup djelas.

PENDJELASAN MENGELAT DAFTAR LAMEIRAN:

Djunlah dari serua pokol:-pokok pensiun/tundjansan jang bersifat
pensiun jancs diberikan menurut peraturan-peraturan janz berlaku bagi
bekas pegawal negeri, ditambah dengan tundjangan kemahalan -daerah
dan tundjangan kecluarga tidak boleh melebihi Rp.1l000,-~ sebulan.

Apabila disampins pokok-pokok pensiun/tundjangan tersebut diatas
diterima pula pensivn/tundjensen menurut peraturan lain (umpamanja
"pensiun Menteri" dan sebagainja), maske pemberi:» tundjangan-kemaha-
lan~-daerah dan tundjangan-lreluarsa dilckukan atas dasar gabungan da-
ri kedua djenis pensiun/tundjangan tadl dan dalan hal ini batas pa-
ling banjak sebegar Rp.1000,- sebulan tilak berlaku.

Batas paling tingsi itu tidak berlak' pula apabila hanja diteri-
na pensiun-pensiun/tundangen-tundjangan berdasarkan peraturan lain
daripada jang berlsaku bagi bekas pegawai Negeri.

TAMBAHAN LFMBARAN NEGARA T0.307.
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Diperbanjal: oleh:

Selrsi Hulunm Unum Dewan Permerintah Dzerah

Swatantra Tingkat ke I Atjeh,-
SOV o, B . o7
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